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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merdeka Belajar—-Kampus Merdeka (MBKM) secara filosofis merupakan salah
satu bentuk dari tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini termaktub dalam Staatfundamental Norm dan
terurai pada Pasal 31 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 sebagai Staatground gezet yang
dapat dimaknai sebagai perwujudan hak mendapatkan pendidikan yang dijamin
pemenuhannya oleh negara sehingga setiap warga negara berkewajiban melaksakan
pendidikan tersebut. Hal ini dilakukan negara untuk mewujudkan keadilan sosial di
bidang pendidikan yang secara formal diatur lebih lanjut pada beberapa peraturan
perundang-undangan, diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi sebagai Formal Gezet.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 mengamanatkan agar pendidikan tinggi
mampu mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil,
berdaya saing dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridarma. Amanat tersebut menjadi
niscaya bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) untuk merumuskan beberapa
kebijakan maupun kegiatan yang menunjang pencapaian kompetensi pembelajaran.
Kesiapan mahasiswa dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, kemajuan ilmu
pengetahuan danteknologi serta kemajuan dunia industri atau dunia kerja yang dinamis,
menjadi bagian penting yang harus diperhatikan dalam merumuskan kegiatan PTKI yang
pada akhirnya dapat mendukung pencapaian kompetensi lulusan yang unggul dan
dinamis. Upaya perumusan kebijakan dan kegiatan yang dimaksud dapat dilihat pada
sembilan bentuk kegiatan dalam kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).

Secara sosiologis, pengangguran berpendidikan menjadi salah satu problem yang
dihadapi oleh PTKI, oleh karenanya MBKM dapat menjadi jawaban untuk menghasilkan
lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Melalui MBKM, PTKI juga mampu
menciptakan kultur pembelajaran yang otonom dan fleksibel serta mampu meningkatkan

link and match dengan dunia usaha, dunia industri sehingga dapat mempersiapkan



kesiapan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal. Secara yuridis, MBKM di PTKI,
merupakan perwujudan tugas Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam untuk
memfasilitasi penjaminan mutu layanan pendidikan tinggi sebagaimana tersebut dalam
Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 yang secara fungsional harus
memastikan bahwa layanan pendidikan yang diberikan institusi pendidikan tinggi
keagamaan Islam kepada mahasiswa dan masyarakat pada umumnya benar-benar
berorientasi dan berpijak pada standar mutu. Atas dasar pemikiran tersebut, Kebijakan
MBKM di PTKI yang telah dirumuskan ditahun 2020 sangat relevan dengan tuntutan
keadilan, kemanfaatan dan kepastian MBKM.

Keberadaan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7290 Tahun
2020 Tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam
Kurikulum Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, masih memuat
delapan kegiatan MBKM. Secara implementatif, panduan tersebut masih membutuhkan
beberapa petunjuk operasional yang lebih teknis dan masih perlu memasukkan satu
kegiatan lagi sebagai kekhasan Kementerian Agama, yaitu moderasi beragama. Dengan
demikian, Kementerian Agama melengkapinya melalui penyusunan Petunjuk Teknis
Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam Tridarma di Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam. Implementasi kebijakan MBKM dalam Tridarma Perguruan Tinggi
merupakan upaya Kementerian Agama dalam menciptakan, mengontrol, dan mengawasi
implementasi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
yang otonom, inovatif, produktif, adaptif, dan relevan dengan dinamika sosial, kemajuan
IPTEKS, dunia usaha dan dunia industri.

Salah satu dari kebijakan MBKM diwujudkan melalui program hak belajar tiga
(3) semester bagi mahasiswa di luar program studi sehingga terwujudnya pola
pembelajaran fleksibel dan otonom. Kultur pembelajaran demikian dikembangkan secara
kreatif dan inovatif sesuai dengan minat, kebutuhan dan orientasi mahasiswa dalam
proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dua (2) semester di luar program studi dan
di luar perguruan tinggi asal, dapat berupa pembelajaran di kampus maupun kegiatan di
luar kampus. MBKM dalam Tridarma PT ini meliputi; kegiatan pertukaran mahasiswa,
magang, asistensi mengajar, riset/penelitian, studi/proyek independen, kegiatan
kemanusiaan, membangun desa/KKNT (Kuliah Kerja Nyata Terpadu-Tematik),

kewirausahaan, dan moderasi beragama.



Secara implementatif, penyelenggaraan MBKM pada PTKI menjadi otoritas
kampus dengan mengacu pada pedoman dan petunjuk teknis (juknis)yang ditetapkan oleh
Kementerian Agama. Hal ini penting, karena setiap kampus memiliki karakter dan ciri
khas yang berbeda sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pembelajaran MBKM
memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas,
kepribadian, kemandirian, dan kebutuhan pengembangan keterampilan (hard skills & soft
skills) mahasiswa.

Dalam konteks pengembangan keterampilan (hard skills & soft skills) sebagai
bagian dari implementasi MBKM, sivitas akademika diharapkan terlibat aktif dalam
forum-forum yang diinisiasi dan dikembangkan oleh Kementerian Agama. Diantara
forum yang dimaksud antara lain Biannual Conference on Research Results (BCRR),
International Conference on University Communtity Engagement (ICON-UCE),
ADIKTIS, AICIS, dan lainnya.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (KKNI);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN- Dikti);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;

7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 Tahun 2018 tentang
Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu Pada KKNI dan SN-Dikti;

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3879 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pembelajaran dan Penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7290 Tahun 2020 Tentang
Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Dalam Kurikulum

Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.



C. Tujuan

Penyusunan petunjuk teknis ini bertujuan untuk:

1.
2.

Panduan Implementasi MBKM pada UIN Kiai Haji Achmad Siddig;

Memperkaya dan meningkatkan wawasan dan kompetensi mahasiswa sesuai dengan
bakat, minat dan kemampuan mahasiswa;

Mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk
memasuki dunia usaha dan industri;

Menjadi tolok ukur dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan
penjaminan mutu kebijakan MBKM pada UIN Kiai Haji Achmad Siddig.

D. Sasaran

Sasaran petunjuk teknis ini ditujukan kepada:

1.
2.
3.

Pimpinan Universitas sebagai penanggung jawab implementasi kebijakan MBKM,;
Pimpinan Fakultas sebagai pelaksana MBKM;

Ketua/Koordinator Jurusan dan Program Studi sebagai pelaksana teknis
implementasi MBKM;

Dosen sebagai pengampu mata kuliah dalam program pertukaran mahasiswa;

Dosen sebagai pembimbing lapangan dalam kegiatan MBKM di dalam dan luar
kampus;

Mahasiswa sebagai peserta kegiatan MBKM.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi rancangan kurikulum, konsep, syarat,

mekanisme, peran, tugas, output, dan pengakuan SKS, serta penjaminan mutu kegiatan
MBKM pada UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.



BAB 11
PENGEMBANGAN KURIKULUM PRODI MENGACU MBKM

A. Keterkaitan MBKM Dalam Pengembangan Kurikulum

Kebijakan Merdeka Belajar—-Kampus Merdeka yang ditetapkan Kemendikbud
meliputi empat kebijakan utama yaitu; kemudahan pembukaan program studi baru,
perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi berubah
menjadi perguruan tinggi berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program
studi. Melalui kebijakan MBKM diharapkan dapat menjawab tantangan yang dihadapi
perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan sesuai perkembangan IPTEK dan tuntutan
dunia usaha dan dunia industri.

Tujuan dari kebijakan MBKM vyaitu; a. Mendorong proses pembelajaran di
Perguruan Tinggi yang semakin otonom dan fleksibel; b. Menciptakan kultur belajar
yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa; c.
Meningkatkan kualitas lulusan agar memiliki kapabilitas yang dibutuhkan di era
kehidupan abad ke-21 dan era industri 4.0; d. Meningkatkan kapabilitas belajar
mahasiswa dengan pemenuhan hak belajar mahasiswa dengan menggunakan pendekatan
belajar berbasis kehidupan, kapabilitas dan transdisipliner; e. Memfasilitasi hak belajar
mahasiswa sesuai dengan minat dan potensi yang dimilikinya agar menjadilulusan yang
kompetitif dan berkepribadian; f. Memberikan wawasan dan pengalaman bagi mahasiswa
agar menjadi lulusan yang sesuai dengan profil lulusan.

Dalam rangka memenuhi tuntutan, dinamika dan arus perubahan yang begitu
disruptif sebagai akibat dari kemajuan teknologi digital serta kebutuhan akan link and
match antara dunia pendidikan dengan dengan dunia usaha dan dunia industri diperlukan
kurikulum program studi yang mengedepankan prinsip relevansi dalam upaya untuk
menyiapkan mahasiswa memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, perguruan tinggi yang
secara operasional ada pada program studi dituntut untuk dapat merancang dan
melaksanakan kurikulumnya melalui proses pembelajaranyang kreatif dan inovatif agar
mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan
keterampilan secara optimal.

Kebijakan MBKM diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut.

Kurikulum program studi yang mengacu MBKM merupakan wujud otonomi dan



fleksibilitas dalam pembelajaran di perguruan tinggi sehingga terciptanya kultur belajar
yang kreatif, inovatif, memerdekakan, bermakna, fungsional dan sesuai dengan
kebutuhan mahasiswa. Melalui hak belajar tiga semester di luar program studi,
mahasiswa diberikan kebebasan mengambil sks di luar program studi. Tiga semester
yang di maksud dapat diambil untuk pembelajaran di luar program studi dalam perguruan
tinggi dan atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Program pembelajaran di luar
perguruan tinggi meliputi kegiatan magang/praktik kerja, proyek di desa, aisstensi
mengajar di satuan pendidikan (sekolah/madrasah), pertukaran pelajar/ mahasiswa,
penelitian/riset, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek independen, dan proyek
kemanusisaan. Semua kegiatan pembelajaran tersebut harus di bimbing oleh dosen dan
pihak terkait yang relevan. Kurikulum yang mengacumerdeka belajar-kampus merdeka
diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual dan empiris lapangan yang akan
meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, komprehensif dan dan siap kerja.
Perguruan Tinggi dituntut agar dapat merancang dan melaksanakan proses
pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran
mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal. Kebijakan
MBKM diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka
merupakan wujud pembelajaran diperguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga
tercipya kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan
mahasiswa. Hak belajar tiga semester pada mahasiswa di luar program studi yang
diambilnya merupakan bagian dari Kebijakan MBKM. Hal ini harus menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dalam proses pengembangan kurikulum program studi. Proses
penyusunan dan pengembangan kurikulum yang mengacu kebijakan MBKM tidak
terlepas dengan KKNI dan Outcome Based Education (OBE). Untuk itu kerangka
pengembangan  kurikulum dalam kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka

sebagaimana dalam gambar berikut ini.



EVALUASI
KURIKULUM

Gambar 1.1: Paradigma Kurikulum Merdeka Belajar

Dalam kontek rancang bangun kurikulum pada UIN Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember, capaian pembelajaran lulusan yang terkait dengan sikap dan tata nilai akhlak
mulia, wawasan dan keterampilan dasar bidang keagamaan menjadi keharusan atau
keniscayaan sebagai distingsi karakteristik lulusan. Dengan demikian lulusan UIN Kiai
Haji Achmad Siddig Jember dapat menunjukkan profil diri sebagai lulusan yang
menggambarkan keulamaan dan intelektualitas, dengan dilandasi oleh nilai-nilai
profesionalisme sesuia fokus keilmuan dalamprogram studinya. Implementasi Kebijakan
Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini melalui kegiatan belajar tiga semester di luar
program studi diharapkan dapat mengarahkan pada terbangunnya pola pikir out of the box
bagi mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam merespon dan memasuki
kehidupan sesuai dengan tuntutan kebutuhan era revolusi industri 4.0, society 5.0, dan
Kecakapan Abad 21.



B. Tahapan Pengembangan Kurikulum Prodi Mengacu MBKM

Tahapan dalam pengembangan kurikulum program studi yang mengacu
kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka mengikuti pola dan tahapan pengembangan
kurikulum program studi dengan mengacu kepadabeberapa regulasi yang terkait dengan
pengembangan kurikulum seperti UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi,
implementasi KKNI dan pendekatan OBE (Outcome based Education), juga
mendasarkan pada berbagai regulasi dan dinamika sosial dan kemajuan IPTEKS. Secara
garis besar pengembangan kurikulum terdiri dari tiga tahapan Kkerja yaitu: tahap
perancangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran.

Penyusunan dan pengembangan kurikulum jenjang sarjana pada UIN Kiai Haji
Achmad Siddig Jember hendaknya dilandasi dengan fondasi yang kuat, baik secara
filosofis, sosiologis, psikologis, historis, maupun secara yuridis. Gambar dibawah ini
menunjukkan rangkaian landasan hukum, kebijakan nasional dan institusional

pengembangan kurikulum Pendidikan tinggi.
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Gambar 1.2: Landasan Penyusunan Kurikulum

Tahapan pengembangan kurikulum program studi secara ringkas adalah sebagai
berikut:



1. Perumusan Profil Lulusan
Kurikulum program studi memberikan ruang kepada mahasiswa untuk mengambil
mata kuliah di luar program studi dengan cara merumuskanProfil Lulusan Utama (profil
mayor) dan Profil Lulusan Tambahan (profil minor). Profil lulusan utama berisi
keahlian utama dari program studi, sedangkan profil lulusan tambahan berisi keahlian

tambahan yangmendukung atau relevan dengan keahlian utama.

2. Penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
Masing-masing profil lulusan dirumuskan dalam bentuk Capaian Pembelajaran
Lulusan (CPL). Untuk merumuskan profil lulusan tambahan dan CPL-nya, dapat
dilakukan dengan mengumpulkan informasi melalui penelusuran lulusan, masukan
pemangku kepentingan, asosiasi profesi atau kolokium keilmuan, dan kecenderungan
keilmuan atau keahlian ke depan yang dibutuhkan olehdunia usaha dan dunia kerja.
Rumusan CPL mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan

khusus dengan mengacu pada SN-Dikti.

3. Pembentukan Mata Kuliah
Pembentukan mata kuliah diawali dengan kegiatan pemilihan bahan kajian dan materi
pembelajaran sebagaimana yang digunakan dalam pembentukan mata kuliah untuk
profil utama dan capaian pembelajaran lulusannya. Unsur pengetahuan dari CPL
tambahan seharusnya telah tergambarkan batas dan lingkup bidang keilmuan/keahlian
yang merupakan rangkaian bahan kajian minimal yang harus dikuasai oleh setiap
lulusan prodi. Bahan kajian ini dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu berserta
ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu
pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenissebagai ciri bidang
ilmu prodi tersebut. Dari bahan kajian minimal tersebut, prodi dapat mengurainya
menjadi lebih rinci terkait dengan tingkat penguasaan, keluasan dan kedalamannya.
Bahan kajian menjadi standar isi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalam dan
keluasan yang mengacu pada CPL. Tingkat kedalaman dan keluasan materi

pembelajaran sebagaimana tercantum dalam SN-Dikti.

Pembentukan mata kuliah sebagai perwujudan dari langkah operasional dalam

pelaksanaan kebijakan merdeka belajarkampus merdeka dapat dilakukan dengan cara



mendapatkan mata kuliah dengan bobot sks yang telah ditetapkan oleh program studi
lain yang merupakan bagian dari mata kuliah di program studi tersebut. Misalnya,
prodi yang ingin memberikan CPL tambahan di bidang teknologi, dapat mengambil

matakuliah yang ada pada prodi informatika sebanyak SKS yang diinginkan.

. Struktur Mata Kuliah

Struktur kurikulum program studi yang mengacu merdeka belajar- kampus merdeka
terdiri dari empat kelompok yaitu kelompok: 1. Mata Kuliah Pengembangan
Kepribadian Wajib Universitas (MKWU); 2. Mata Kuliah Keilmuan dan Keahlian
Utama (MKKU); 3. Mata Kuliah Keilmuandan Keahlian Peminatan (MKKP); dan 4.
Matakuliah Keilmuan dan Keahlian Lintas Prodi (MKKP). Kelompok mata kuliah
MKKP dan MKLP merupakan kelompok mata kuliah untuk memenuhi hak belajar
mahasiswa di luar program studi selama 3 semester. Sedangkan kelompok MKWU
dan MKKU merupakan kelompok mata kuliah wajib program studi. Karena itu setiap
mahasiswa di program studi tertentu wajib menyelesaikan kelompok mata kuliah
tersebut. Distribusi mata kuliah dalam program semester pada kurikulum merdeka

belajar-kampus merdeka dapat digambarkan dalam struktur kurikulum di bawah ini.

ste PROGRAM MBKM
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Vil SKRIPSI KODEMKRR | KODEMKSS | KODEMKTT | KODEMKUU
s |EQOROER | | [ [ [ [ [ [ [ | | [
Vil KN PKL KODE MK 00 KODEMK PP
» | - I ) o e e e L
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0 | e " [ | = || ||
v KCOE MK GG ¥ODCMKHH [Metode Penelition | KODEMKDD | KODEMKEE |  KODEMKFF 7 A A
0 || NN : || | il A7 /A
v KODE MKS KODEM:'T KODEMKU [ KODEMKV | KODEMKW | KODEMKX A //
0 = NG | | || [ | | | / /L
I KODE MKM__ | KODEMKN xooemko | tooemke| kooemka | kooemkr | 7 [|/ v/
0 || L DN || [ | || Wi V4
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s [ [ | I D Y O O I | 1TV V/
| MKPOKOK PRODI \ /
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CPLSIKAP(S)

CPL KETERAMPILAN UMUM (U)
CPLPENGETAHUAN (P)
CPL KETERAMPILAN KHUSUS (K)

Gambar 1.3: Contoh Struktur Kurikulum Prodi
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Dari struktur kurikulum tersebut dapat dituangkan dalam distribusi mata kuliah setiap

semester dengan matrik berikut:

Tabel 1.1. Distribusi Mata Kuliah Program Studi

Tempat Kuliah

Mata | Perguruan Tinggi Luar Perguruan Tinggi
SMT | Kuliah | Sendiri
Prodi Prodi Perguruan | Dunia Usaha/ Industri
Prodi| beda Beda Tinggi
Asal | Fakultas| Fakultas| Prodi| Prodi| Peme | Swas| Mandiri
sama beda | Sama| Beda| rintah | ta
I A
B
C
D
1 A
B
C
D
Dst... | Dst...

5. Mekanisme Pembelajaran
Dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 yang menjadi dasar pelaksanaan
pembelajaran dalam kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka menyatakan bahwa
“Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela
(dapat diambil atau tidak)” mengambil sejumlah mata kuliah atau program
pembelajaran dengan satuan kredit semester di luar program studi pada perguruan tinggi
yang sama sebanyak 1 semester (setara 20 sks) dan di luar program studi pada
perguruan tinggi yang berbeda sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks). Pelaksanaan
pembelajaran di luar program studi ini dapat dilaksanakan dengan beberapa model:
a. Model Blok
Pembelajaran di luar Pendidikan Tinggi (PT) model blok adalah modelpembelajaran
dimana seorang mahasiswa mengikuti programpembelajaran di semester satu, dua,
dan tiga pada program studi yang jadi pilihannya sejak awal berstatus sebagai
mahasiswa, sedangkan pada semester empat mahasiswa mengikuti program

pembelajaran di program studi lain di dalam kampusnya, selanjutnyapada semester
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lima dan enam mengikuti pembelajaran di luar kampus. Pembelajaran di luar
kampus ini dapat berupa perkuliahan di kampus lain ataupun mengikuti program
magang di luar perguruan tinggi seperti di perusahaan, lembaga pemerintah atau

lembaga swasta lainnya.

Gambaran dari pelaksanaan MBKM model blok ini dapat digambarkan

@ 0 0

Pembelajaran di Prodi Pembelajaran di Prodi Pembelajaran di
{MKWU dan MK Keprodian) (MK Keprodian) Luar Prodi dalam PT
Y :
Pembelajaran di Pembelajaran di Prodi Pembelajaran di
Luar PT/Magang (MK Keprodian) Prodi & TA

sebagaimana contoh berikut:

Gambar 1.4: Pembelajaran MBKM Model Blok

b. Model Non-Blok
Pelaksanaan pembelajaran MBKM model Non-Blok yang dimaksud adalah
pembelajaran di luar PT yang ditempuh secara variatif (tidak monoton) dalam
kampus asal terutama ketika masuk di semester lima, enam, dan tujuh. Pada model
ini, mahasiswa akan mengikuti pembelajaran mulai semester satu sampai semester
empat di program studi asalnya yang dengan sejumlah mata kuliah dalam klaster
MKWU dan mata kuliah MKPS, selanjutnya pada semester lima di luar PT,
kemudian semester enam di dalam kampus pada program studi lain, semester tujuh
kembali mengikuti pembelajarandi luar kampus dan semester delapan kembali ke
program studi asalnya. Contoh gambaran alur model ini dapat dilihat pada gambar

berikut:
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T T
Pembelajaran di Prodi Pembelajaran di Prodi

{MKWU dan MK Keprodian) (MK Keprodian)
Pembelajaran di Pembelajaran di Pembelajaran di Pembelajaran di
Luar PT/Magang Luar Prodi dalam PT Luar PT/Magang Prodi & TA

Gambar 1.5: Pembelajaran MBKM Model Non-Blok

c. Model Percepatan
Model percepatan sudah diatur dalam Permendikbud No 3 Tahun 2020, yaitu
adanya kesempatan menyelenggarakan semester antara yang dapat dilaksanakan
antara semester genap dengan semester gasal atau sebaliknya. Dalam hal ini jumlah
SKS yang menjadi rambu-rambunya adalah maksimal 9 SKS. Peluang ini dapat
digunakan untuk menyelenggarakan MBKM yang dilaksanakan padasemester antara
dengan jumlah SKS maksimal 9 SKS. Pada praktiknya selama ini banyak
perguruan tinggi yang sudah melaksanakan kegiatan pada masa libur semester
tersebut, misalnya untuk kegiatan Magang atau KKN. Hal ini memungkinkan
sekaligus dikembangkan menjadi program magang atau KKN berbasis MBKM
dengan konversi maksimal 9 SKS. Untuk memenuhi jumlah SKS yang mencapai 20
SKS dapat digabungkan dengan perkuliahan padasemester regular. Contoh skema

model percepatan ini dapat digambarkan sebagai berikut:
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Sem Antara Sem Antara

PFembelajaran di Prod| Pembelajaran di Luar Prodi dalam PT
Maks. 9 SKS (MK Keprodian) Maks.9 SKS (MK di Luar Keprodian)
. ®L® ‘LVI @I®
R Lo = T =
Pembelajaran di Prodi Pembelajaran di Prodi
{(MKWU dan MK Keprodian) (MK Keprodian)
L @ . V @ N ! @ o
Pembelajaran di Prodi Pembelajaran di Pembelajaran di
{MK Keprodian) Luar PT/Magang Prodi & TA

Sem Antara
Pembelajaran di Luar PT/Magang (Maks. 9 SKS)

Gambar 1.6: Contoh 1 Pembelajaran MBKM dengan Percepatan

Contoh lain dari skema pelaksanaan pembelajaran MBKM dengan percepatan dapat

digambarkan dengan alur sebagai berikut:

Kuliah pada prodi sama Kuliah pada prodi beda
di luar PT (20 sks) di luar PT (20 sks)

4 v

Smt 2 I Smt 3 Smt 4 Smi 8

| Tahun 1 | T | Tahun 2 T T tTahunB T t Tahun 4 T

Semester Semester Kuliah pada prodi beda
Antara 1 (9 sks) Antara 2 (9 sks) di dalam PT {20 sks)

Gambar 1.7: Contoh 2 Pembelajaran MBKM dengan Percepatan

14



BAB 111

BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN MBKM

Juknis implementasi MBKM ini membahas tentang pelaksanaan 9 (sembilan) bentuk
kegiatan pembelajaran (BKP) yang diwujudkan dalam perkuliahan di luar program studi dan
di luar kampus dengan melibatkan berbagai lembaga lain. Dalam juknis ini, pelaksanaan
sembilan kegiatan diberikan penekanan pada Tridarma Perguruan Tinggi. Penguatan tridarma
ini untuk lebih memberikan penekanan pada pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam
penyelenggaraannya. Diantara pihak yang terlibat adalah fakultas, lembaga penelitian dan
pengabdian pada masyarakat, program studi, dan berbagai lembaga mitra yang bekerjasama.
Sebagai kekhasan dari kementerian agama, penyelenggaraan program MBKM perlu
memperkuat moderasi beragama, baik sebagai insersi pada masing-masing program, maupun

menjadi program tersendiri sebagai BKP ke sembilan.

A. PERTUKARAN MAHASISWA
1. Konsep
Pertukaran mahasiswa adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa
pada satu program studi dan antar program studi, di dalammaupun di luar kampus,

dengan mempertimbangkan capaian pembelajaran lulusan (CPL).

2. Persyaratan
a. Syarat Umum
1) Mahasiswa aktif dan terdaftar di PD-DIKTI
2) Mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan/atau
ketua/koordinator program studi
3) Minimal semester tiga (3).

b. Syarat Khusus
Syarat khusus ditetapkan oleh masing-masing Fakultas/Prodi.
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3. Mekanisme
a. Pertukaran Mahasiswa Antar Prodi Pada Perguruan Tinggi yang Sama

Program pertukaran mahasiswa ini berlangsung selama satu semester ataumaksimal

setara dengan 20 sks. Mekanisme pertukaran mahasiswa antarprodi pada perguruan

tinggi yang sama dapat dilakukan secara tatap muka, di luar jaringan (luring),
dalam jaringan (daring), atau blended (bauran). Mekanisme umum yang harus
dilakukan untuk mendukung terlaksananya program ini antara lain:

1) Setiap program studi menyusun dan menetapkan daftar mata kuliah MBKM
yang nantinya dapat dipilih mahasiswa dari program studi lain dengan
mempertimbangkan relevansi mata kuliah tersebut. Relevansi mata kuliah ini
didasarkan pada analisis Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian
Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).

2) Mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengambil/memilih mata kuliah dari
program studi lain yang mendukung CPL program studinya dengan meminta
saran dan persetujuan DPA dan/atauketua/koordinator program studi.

3) Program studi menetapkan pengakuan sks dan sistem konversi nilai mata kuliah

yang ditempuh pada program studi lain.

Selain mekanisme umum tersebut, perguruan tinggi dapat mengatur mekanisme

khusus yang lebih operasional.

b. Pertukaran Mahasiswa Satu Prodi Antar Kampus/Perguruan Tinggi
Pertukaran mahasiswa satu program studi antar perguruan tinggi ini berlangsung
paling lama satu semester atau maksimal setara 20 sks. Kegiatan pembelajaran
dalam mekanisme ini dapat dilakukan secara tatap muka, di luar jaringan (luring),
atau dalam jaringan (daring). Proses pembelajaran yang dilaksanakan secara daring
dilakukan dengan memperhatikan standar pembelajaran daring sebagaimana yang
diatur dalam regulasi yang ditetapkan perguruan tinggi dengan mengacu pada
aturan yang lebih tinggi. Mekanisme umum yang harus dilakukan untuk
mendukung terlaksananya program ini antara lain:

1) Program studi menyusun dan menetapkan daftar mata kuliah yang sama atau

setara yang dapat dipilih mahasiswa dari perguruan tinggi lain. Dalam hal ini
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sebaiknya dilakukan joint curriculum yang dituangkan dalam perjanjian kerja
sama.

2) Mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengambil/memilih mata kuliah dari
program studi yang sama pada perguruan tinggi lain dengan meminta saran dan
persetujuan DPA dan/atau ketua/koordinator program studi.

3) Program studi menetapkan pengakuan sks dan sistem konversi nilai mata kuliah

yang ditempuh pada perguruan tinggi lain.

Selain mekanisme umum tersebut, perguruan tinggi dapat mengatur mekanisme

khusus yang lebih operasional.

. Pertukaran Mahasiswa Beda Prodi Antar Kampus/Perguruan Tinggi
Pertukaran mahasiswa beda prodi antar perguruan tinggi ini berlangsung paling
lama satu semester atau setara 20 sks. Kegiatan pembelajaran padamekanisme ini
dapat dilakukan secara tatap muka, di luar jaringan (luring), dalam jaringan
(daring), atau blended (bauran). Proses pembelajaran yang dilaksanakan secara
daring dilakukan dengan memperhatikan standar pembelajaran daring sebagaimana
yang diatur dalam regulasi yang ditetapkan perguruan tinggi dengan mengacu
pada aturan yang lebih tinggi. Mekanisme umum yang harus dilakukan untuk
mendukung terlaksananya program ini antara lain:

1) Program studi menyusun dan menetapkan daftar mata kuliah yang relevan
dengan mata kuliah pada program studi lain. Relevansi mata kuliah ini
didasarkan pada analisis Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian
Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).

2) Mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengambil/memilih mata kuliah yang
relevan dari program studi lain pada perguruan tinggi lain dengan meminta saran
dan persetujuan DPA dan/atauketua/koordinator program studi.

3) Program studi menetapkan pengakuan sks dan sistem konversi nilai mata kuliah

yang ditempuh pada perguruan tinggi lain.

Selain mekanisme umum tersebut, perguruan tinggi dapat mengatur mekanisme

khusus yang lebih operasional. Alur proses pertukaran mahasiswa secara umum
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disajikan dalam gambar 1 berikut:

) ﬁé’%‘!“l—b

Mahasiswa mendaftar Selekhni Peverta Pertukaran Pelajar

Sesual dengen pevyaratan Sesuai dengan Mekanisme '[W' prmantauan dan
yang telah ditentulan yong telah dltentulan Dosen Pemlxmlnng

PERPES B

Lapor PDDIAL Konversi nilai dan
pemgakuan sks

Perguruan Tinggh Pengakuan dan Nenyetarasn Nida

melapodkan Perguruan Tinggs dikeuarkan oleh

prengabuan sk vt railad dalacn KHS PT Peneriona

(rekogmnist peetubaran pelsjar)

Gambar 3.8: Proses Pertukaran Mahasiswa

Sumber: Buku Panduan MBKM Dirjen Dikti, Kemdikbud (2020)

Evaluasi

4. Peran dan Tugas
Pertukaran mahasiswa melibatkan pihak perguruan tinggi dan/atau program studi
pengirim dengan perguruan tinggi dan/atau program studi penerima sebagai mitra
kerja. Pada masing-masing perguruan tinggi melibatkan ketua/koordinator program
studi dan dosen pembimbing akademik (DPA). Tugas secara umum dari masing-
masing perguruan tinggi diuraikan sebagai berikut:
a. Perguruan Tinggi Pengirim
Beberapa hal yang harus dilakukan perguruan tinggi pengirim adalah sebagai
berikut:
1) Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri ataudengan
konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit;
2) Menentukan mata kuliah yang dapat diambil atau ditempuh dalam program
pertukaran mahasiswa;
3) Mengalokasikan kuota untuk mahasiswa inbound maupun mahasiswa yang
melakukan outbound (timbal-balik/resiprokal);

4) Bila diperlukan, pertukaran mahasiswa diselenggarakan denganmempertimbang-
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kan asas keadilan bagi mahasiswa;

5) Melakukan pemantauan penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.

6) Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran mahasiswa untuk dilakukan

rekognisi terhadap sks mahasiswa;

7) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).

. Perguruan Tinggi Tujuan (PT Mitra)

Beberapa hal yang harus dilakukan perguruan tinggi tujuan (PT Mitra) adalah

sebagai berikut:

1)

Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeriatau
dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredityang dapat
diikuti mahasiswa;

Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa dan aktivitas
luar kampus mahasiswa sesuai dengan kontrak kerja sama;

Menentukan mata kuliah yang dapat diambil atau ditempuh dalam program
pertukaran mahasiswa;

Mengalokasikan kuota untuk mahasiswa inbound maupun mahasiswa yang
melakukan outbound (timbal-balik/resiprokal);

Bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran mahasiswa yang
memenuhi asas keadilan dan kesetaraan bagi mahasiswa;

Menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran
mahasiswa;

Melakukan penjaminan mutu dan mengelola penyelenggaraan pertukaran
mahasiswa;

Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk
direkognisi di perguruan tinggi asalnya;

Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI)

Untuk menentukan mata kuliah pada prodi tujuan yang relevan dengan program

studi asalnya, didasarkan pada pertimbangan relevansi CPL program studi asal
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dengan CPL program studi tujuan yang diturunkan pada CPMK masing-masing.

Pemetaan mata kuliah ini dikejakan oleh prodi tujuan. Berikutini beberapa contoh

skema penentuan program studi tujuan dan mata kuliah yang relevan untuk

pertukaran mahasiswa.

a. Contoh rumusan CPL Beda Prodi Satu Perguruan Tinggi
Tabel 2.2. Contoh Rumusan CPL Model 1

Mampu memanfaatkan
teknologi informasi dan
komunikasi secara efektif
dan berdaya gunauntuk
pembelajaran Pendidikan
Agama Islamdi
sekolah/madrasah.

Prodi | Capaian Pembelajaran | Prodi Tujuan| Capaian Pembelajaran

Asal | Lulusan (CPL) Lulusan (CPL)

PAI Aspek Keterampilan: Teknik Aspek Keterampilan:
Informatika

Mampu mendesain,
mengimplementasi dan
mengevaluasi solusi
berbasis computing yang
memenuhi kebutuhan-
kebutuhan computing
pada sebuahdisiplin
program.
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Tabel 3.3. Contoh Rumusan CPL Model 2

Prodi Capaian Prodi Tujuan| Capaian Pembelajaran
Asal PembelajaranLulusan Lulusan (CPL)

(CPL)
PAI Aspek Pengetahuan: | IAT Aspek Pengetahuan:
Profil Menguasai konsep, Profil Menguasai pengetahuan
Lulusan: | metode keilmuan, lulusan: tentang ilmu-ilmu Al-
Pendidik | substansi materi, Akademisi Qur’an dan tafsir untuk
(Guru struktur, dan pola pikir | bidang Al- membaca dan
Qur’an | keilmuan Al-qur’an- | qur’andan memahamitafsir Al-
Hadits) | Hadits sebagai sub Tafsir Qur’an secara baik dan

keilmuan dari PAI
(Pendidikan Agama
Islam)

tepat

b. Contoh rumusan CPL Prodi Sama di Perguruan Tinggi Berbeda

Tabel 2.4. Contoh Rumusan CPL Model 1

Capaian

: . MK Prodi MK Prodi
Prodi Pembelajaran PT A PTB
Lulusan (CPL)

PBA Mampu - Desain Sistem Aplikasi | - Pengembang

memanfaatkan Bahan Ajar Bahasa an Bahan
Profil teknologi Arab Ajar
Lulusan: | informasi dan - Pengembangan Bahan |- Pengembang
Pengemba| komunikasi secara Ajar Bahasa Arab an sumber
ng Bahan | efektif dan Jenjang MI/SD dan media
Ajar berdaya guna - Pengembangan Bahan pembelajara

untuk Ajar Bahasa Arab n

pembelajaran Jenjang MTs/SMP

Bahasa Arab di

sekolah/ madrasah
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Tabel 2.5. Contoh Rumusan CPL Model 2

Prodi | Capaian MK Prodi PT A MK Prodi PT B
PembelajaranLulusan
(CPL)
IImu Al | Menghasilkan karya - Al-Qur’an,Hadig - Tafsir Tematik
Qur’an | tafsir tematik yang danGender Sosial dan
Tafsir | berguna untuk - Living al- Politik
(IAT) | masyarakat sesuai Qur'an (al- - Living Qur’an
dengan kebutuhan dan Qur’an dan - Tafsir Tematik
perkembangan zaman Sosial Budaya) Ibadah dan
- Tafsir AyatKisah Muamalah

c. Contoh Rumusan CPL Prodi Beda di Perguruan Tinggi Berbeda

Tabel 3.6. Contoh Rumusan CPL Model 1

konteks pengembangan
keilmuan dan
implementasi

bidang keahlian secara
efektif dan berdaya
guna untuk
pembelajaran
Pendidikan Agama
Islam di
sekolah/madrasah

Prodi | Capaian Pembelajaran | Capaian Prodi Tujuan
Asal Lulusan (CPL) PembelajaranLulusan{ PT Berbeda
(CPL) (Mata Kuliah)
PAI Kompetensi Utama: Kompetensi Teknik
Tambahan: Informatika
Mampu berkomunikasi | Mampu (Desain
baik lisan maupun mengembangkan Multimedia)
tulisandengan media, alat dan bahan
menggunakan bahasa ajar pembelajaran
Arab dan Inggris dalam | Pendidikan Agama
perkembangan dunia Islam
akademik dan dunia
kerja
Mampu membaca al- Menerapkan Teknik
Qur’an berdasarkan ilmu| pengetahuan dan Informatika
qgira’at dan ilmu keterampilan teknologi | (Rekayasa
tajwid informasi dalam Aplikasi)
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Tabel 3.7. Contoh Rumusan CPL Model 2

Prodi Asal | Capaian Capaian Prodi Tujuan

PembelajaranLulusan| PembelajaranLulusan| PT Berbeda

(CPL) (CPL) (Mata Kuliah)
Manajemen | Kompetensi Utama: | Kompetensi Teknik
Dakwah Tambahan: Informatika

Menunjukkan (Disain
Profil kemampuan literasi Dapat mendisain Multimedia)
Lulusan: informasi, media dan | multimedia berbasis
Praktisi memanfaatkan digital
Pengelola teknologi informasi
Dakwah dankomunikasi untuk

pengembangan

keilmuan dan

kemampuan kerja
Profil Mampu menyusun Dapat merancang Teknik
Lulusan: perencanaan dan manajemen dakwah Informatika
Pengembang | strategi pengembanga | berbasis multimedia (Rekayasa
Lembaga n lembaga dakwah teknik informatika Aplikasi)
Dakwah (Lembaga KBIH Haji-

Umroh, lembaga Zakat,

Infak dan Shadagoh

(ZIS), Pesantren, Panti

Asuhan, lembaga

perjalanan wisata

agama dan lembaga

dakwabh lainnya),

berbasis analisis data

dan informasi

5. Output dan Pengakuan SKS
Kegiatan pertukaran mahasiswa ini memiliki beberapa alternatif output, yaitu berupa
nilai sesuai sks hasil konversi, sertifikat, atau Surat Keterangan Pendamping ljasah
(SKPI). Program studi memiliki otoritas untuk menentukan konversi nilai dan
pengakuan sks berdasarkan pedoman konversi yang ditetapkan. Penetapan pedoman
konversi danpengakuan sks tersebut dapat dilakukan oleh tim yang dibentuk perguruan
tinggi Dekan I,

Ketua/Koordinator Prodi, dan dosen pengampu mata kuliah.

dengan melibatkan Wakil Ketua dan Sekretaris Jurusan,
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a. Nilai
Penilaian mata kuliah yang ditempuh dalam program pertukaran mahasiswa ini
dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah pada program studi tujuan dengan
standar penilaian sesuai dengan pedoman akademiknya. Hasil dari penilaian
tersebut kemudian diterima oleh program studi pengirim dan dilakukan pelaporan
pada PD-DIKTI. Dalam hal ini, program studi pengirim memiliki otoritas untuk
memberikan pengakuan nilai dan besaran sks sesuai dengan pedoman konversi nilai
yang sudah ditetapkan.
b. Sertifikat

Sertifikat dapat menjadi salah satu alternatif output dari program pertukaran
mahasiswa jika dalam skema pengakuan sks atau konversi mata kuliah ada
perbedaan bobot. Misalnya, mahasiswa mengambil mata kuliah di program studi
tujuan yang melebihi besaran konversi sks yang diakui prodi asalnya. Dalam hal ini
kemudian program studi melakukan konversi mata kuliah sebanyak sks yang
ditetapkan, dan selebihnya diberikan pengakuan dalam bentuk sertifikat keahlian
yang disertai transkrip nilai seperti pelatihan. Sertifikat juga dapat diberikan apabila
mata kuliah yang ditempuh di prodi tujuan lebih banyak menggunakan pendekatan
praktik, sedangkan mata kuliah pada prodi asal mengkonversikannya dengan mata
kuliah yang lebih bersifat teoritis. Dengan demikian sertifikat keahlian diberikan
sebagai penghargaan atas program praktik yang diikuti, atau bentuk penghargaan

lainnya.

c. SKPI
Selain bentuk nilai dan sertifikat, pengakuan terhadap hasil pertukaran mahasiswa
juga dapat dimasukkan dalam SKPI. Hal ini akan memperkuat profil kompetensi
mahasiswa. Output dalam bentuk SKPI ini menjadi salahsatu solusi apabila jumlah
sks yang dikonversikan ke dalam transkrip nilai tidak dapat diakui sepenuhnya.
Dengan demikian selain pengakuan yang berupa sertifikat keahlian di atas juga

dapat dimasukkan dalam SKPI.
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B. MAGANG ATAU PRAKTIK KERJA
1. Konsep.

Magang adalah upaya pengembangan pengetahuan, pembentukan keterampilan dan
peneguhan sikap yang dilakukan melalui belajar dengan berbuat (learning by doing).
Magang dapat dikerjasamakan dengan perusahaan atau dunia usaha dan industri
(DUDI), yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, Lembaga
Sertifikasi Profesi (LSP), maupun perusahaan rintisan dan lainnya. Magang dapat
diarahkan pada program magang bersertifikat kompetensi sesuai profesi bidang studi
mahasiswa, yaitubekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang sudah

mendapatkan legalitas dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Magang MBKM merupakan usaha sistematik penyelenggara pendidikan dalamrangka
menjamin mutu dan relevansi lulusan dengan dunia kerja dan industrimelalui kemitraan
dengan lembaga/perusahaan. Dalam hal ini program studimenjalin kerja sama dengan

mitra dan mengidentifikasi capaian pembelajaranlulusan.

2. Persyaratan
a. Syarat Umum
1) Mahasiswa aktif dan terdaftar di PD-Dikti;
2) Mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan/atau
Ketua/Koordinator Program Studi;
3) Minimal pada semester 5 (lima);

4) Mendapatkan persetujuan lembaga/perusahaan mitra magang;

b. Syarat Khusus
Syarat khusus ditetapkan oleh masing-masing Fakultas/Prodi.
3. Mekanisme
Untuk mengikuti program magang atau praktik kerja, mekanisme umum yangdapat
dilakukan adalah:
a. Perguruan tinggi (program studi) melakukan kerja sama dengan lembaga mitra
dengan menyepakati kompetensi (CPL) atau sertifikat kompetensi yang akan

diberikan kepada mahasiswa.
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b. Program studi melakukan pendaftaran calon peserta magang atau praktik kerja;

c. Mahasiswa menyiapkan desain program magang yang akan dilakukan;

d. Mahasiswa mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh prodi asal mahasiswa;

e. Mahasiswa melaksanakan kegiatan program magang pada lembaga/perusahaan
mitra yang dituju;

f. Mahasiswa mengikuti kegiatan evaluasi/penilaian yang dilakukan oleh program
studi dan lembaga/perusahaan mitra tempat mahasiswa magang;

g. Hasil belajar mahasiswa dilakukan konversi atau alih kredit semester oleh program
studi asal mahasiswa sebagai pengakuan perolehan sks;

h. Program studi pada perguruan tinggi asal mahasiswa melaporkan hasil studi
mahasiswa yang mengikuti program magang atau praktik kerja dalamlaman laporan

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKT]I) sesuai ketentuan.

Mekanisme pelaksanaan program magang atau praktik kerja tersebut dapatdisajikan

dalam bagan alur sebagai berikut:

Proses Program Magang

i

Mahasiswa mendaflar PAIMB Seleksi sdministratif dan akademik

Drtakukan doss pembantiog dan

Fenilaan
Aaluesiswa paenganinl muata katah Semtiat et Mobarisie
PT bersama pemtaninng industn

yang, akan dsamix] Menveahean/PT Lain
melali KRS s

nggh demgan
BUMN/ Industa /lombaga lain
Berdasarkan RS antans
PT dorgan lembaga tuman magang

v

.%‘ ‘—I_iﬂvﬂh |

Lapor FDDING aital dan pengakuan ske Tifikat industri

Perguruan Tingsi nxclaporkan Perpuruan Taggs input rlai Magang & akui Todust
Frongakaan chs (rok ) Qalam Ki 1S

srwlalu Sovtatskat buduston
Gambar 3.9: Proses Pertukaran Mahasiswa

Sumber: Buku Panduan MBKM Dirjen Dikti, Kemdikbud (2020)

4. Peran dan Tugas
Kegiatan magang atau praktik kerja ini melibatkan perguruan tinggi dengan
lembaga/perusahaan mitra. Perguruan tinggi sebagai pengelola kurikulum dan yang

mengirimkan mahasiswa, sedangkan lembaga/perusahaan sebagai mitra tempat
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mahasiswa magang/praktik kerja. Secara umum, peran dan tugas masing-masing
dijelaskan sebagai berikut:
a. Perguruan Tinggi
1) Melakukan kerja sama dengan lembaga/perusahaan mitra yang dapat menjadi
tempat magang.
2) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program magang
atau praktik kerja dengan cara menerima pendaftaran dan seleksi.
3) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan,
monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan magang atau praktik kerja.
4) Manfasilitasi kebutuhan administratif mahasiswa seperti surat perijinan, surat
tugas, dan lainnya.
5) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan magang atau praktik kerjauntuk
diakui sebagai sks.
6) Melaporkan hasil kegiatan asistensi mengajar pada PD-DIKTI sesuai dengan

ketentuan.

b. Lembaga/Perusahaan Mitra

1) Menjamin terlaksananya kegiatan magang yang berkualitas, di  lembaga/mitra
sesuai dengan perjanjian kerja sama;

2) Menyediakan supervisor/mentor/coach yang mendampingi mahasiswa/kelompok
mahasiswa selama magang.

3) Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi
kesehatan, keselamatan kerja, hak karyawan magang).

4) Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan

bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

5. Output dan Pengakuan SKS
Output utama dari program magang/praktik kerja ini adalah nilai yang dikonversikan
dari penilaian kinerja mahasiswa secara komprehenship. Apabila memungkinkan,
output juga dapat berupa sertifikat kompetensi profesi dan pengakuan pada SKPI.
Penyetaraan bobot sks dapat dilakukan dalam tiga bentuk yaitu: a) Penyetaraan bentuk
bebas; b) Penyetaraan bentukterstruktur; dan c) penyetaraan bentuk gabungan.
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Pemegang otoritas dalam penetapan konversi nilai dan pengakuan sks adalah
ketua/koordinator program studi. Sedangkan sertifikat kompetensi dapat dikeluarkan
olen Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) baik yang dibuat oleh kampus maupun
bekerjasama dengan lembaga lain yang mendapat pengakuan dari Badan Nasional
Sertifikasi Profesi (BNSP). Dalam penetapan pedoman konversi dan pengakuan sks
tersebut, perguruan tinggi dapat membentuk tim konversi yang melibatkan Wakil
Dekan |, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Ketua/Koordinator prodi, unit/lembaga mitra
terkait, dan dosen.
a. Penyetaraan bentuk bebas

Kegiatan MBKM magang selama 6 bulan disetarakan dengan maksimal 20 skstanpa

penyetaraan dengan mata kuliah. Penilaian dan penyetaraan dibagi menjadi dua

bentuk yaitu hardskill dan soft skill.

Tabel 3.8. Contoh Penyetaraan Magang Bentuk Bebas

Hardskills Bobot SKS
1) Merumuskan permasalahan teknis lapangan 3 sks
2) Membuat laporan, presentasi, atau publikasi 4 sks
3) Menyelesaikan permasalahan teknis lapangan 3 sks
Softskills Bobot SKS
1) Integritas 2 sks
2) Tanggung jawab 2 sks
3) Kerja Keras 2 sks
4) Kreativitas 2 sks
5) kemampuan berkomunikasi 2 sks

b. Penyetaraan bentuk terstruktur
Kegiatan magang dengan pengakuan maksimal 20 sks dinyatakan dalam bentuk
kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan dan sejalan dengan kompetensi

magang yang dijalankan.
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Tabel 2.9. Contoh Penyetaraan Magang Bentuk Terstruktur

Jogltoed

Mata Kuliah

1) Laporan Kerja Praktik
Manajemen dalam Perspektif Islam
Entrepreunership
Digital Marketing
Leadership
Finansial Technology
Perilaku Konsumen

Bobot SKS

4 sks
3 sks
3 sks
3 sks
2 sks
3 sks
2 sks

c. Penyetaraan bentuk gabungan

Penyetaraan tipe ini merupakan gabungan bentuk bebas dan bentuk terstruktur.

Kegiatan magang dapat dilakukan dengan menggabungkan mata kuliah dan

kemampuan hard skill maupun soft skill.

Tabel 3.10. Contoh Penyetaraan Magang Bentuk Gabungan

Prodi CPL Wirausaha Ekuivalensi MK BSOIEgt
lImu Mampu melakukan Kewirausahaan sosial 3 sks
Komunikasi | praktik awal wirausaha | Etika bisnis 2 sks

dengan pemahaman Pengantar manajemen 2 sks
dan bisnis
konsep wirausaha yang | Pemasaran digital 3 sks
komprehensif Wirausaha:
1. Desain  wirausaha  dan| 3 sks
presentasi
2. Praktik wirausaha 4 sks
3. Laporan pelaksanaan 3 sks
wirausaha dan
presentasi
Jumlah 20 sks

C. ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN

1. Konsep

Pembelajaran dalam bentuk program asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di

satuan pendidikan seperti

tempat

praktik mengajar dapat

PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan
SMK/MAK. Satuan pendidikan

berada di

kabupaten/kota maupun di daerah terpencil, terdepan dan perbatasan. Kegiatan
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asistensi mengajar dapat diikuti oleh mahasiswa dari berbagai program studi yang ada
di perguruan tinggi tersebut dan dibimbing oleh dosen yang memenuhi syarat sebagai
pembimbing dan oleh guru pamong tempat mahasiswa melaksanakan asistensi.
Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam
bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan
cara menjadi guru di sekolah, membantu pemerataan kualitas pendidikan, serta
relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi danperkembangan

Zaman.
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2. Persyaratan

a.

Syarat Umum
1) Mahasiswa aktif dan terdaftar di PD-Dikti;
2) Mendapat persetujuan dari Dosen Penasihat Akademik (DPA) dan/atau

Ketua/Koordinator Program Studi;

3) Telah lulus mata kuliah yang dipersyaratkan program studi;

Syarat Khusus

Syarat khusus ditetapkan oleh masing-masing Fakultas/Prodi.

3. Mekanisme

Perguruan Tinggi terlebih dahulu melakukan kerja sama kemitraan dengan Dinas

Pendidikan dan/atau Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota serta

sekolah/madrasah mitra. Dalam rangka pelaksanaan asistensi mengajar, program studi

merumuskan hard skills dan soft skill sebagai gambaran capaian pembelajaran yang

telah ditetapkan untuk bobot sks sebesar 20 sks dari kegiatan asistensi mengajar dan

membuat pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu.

Untuk melaksanakan program asistensi mengajar ini, secara umum mengikuti

mekanisme sebagai berikut:

1)

2)
3)

4)
5)

6)
7)
8)

Mahasiswa melakukan konsultasi dengan prodi dan dosen penasihat akademik
(DPA);

Mahasiswa melakukan pendaftaran program asistensi mengajar;

Program studi melakukan verifikasi dan seleksi untuk menetapkan peserta yang
memenuhi syarat;

Mahasiswa mengikuti pembekalan program asistensi mengajar;

Program studi berkolaborasi dengan satuan pendidikan tempat praktik terkait
dengan program yang akan dilaksanakan;

Mahasiswa melaksanakan praktik asistensi mengajar;

Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan mempresentasikan;

Mengikuti kegiatan evaluasi/penilaian yang dilakukan oleh program studi, dosen

pembimbing, dan guru pamong pada tempat mengajar;
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9) Hasil belajar mahasiswa dilakukan konversi atau alih kredit semester olehprogram
studi asal mahasiswa sebagai pengakuan perolehan sks;

10) Program studi melaporkan hasil studi mahasiswa yang mengikuti program
asistensi mengajar dalam laman laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-

DIKTI) sesuai ketentuan.

Alur proses kegiatan asistensi mengajar ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Proses Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

fi ,,L’ K iy

Kolaboraci dongan Satuan Pondidikan Mongajar di Satuan Pondidikan
Mal-t hullnh d! KRS

Fvl’vlum dib 1k lux satuan pendidik 8 datang n pendidikan Mahasiswa menjalankan
rahastewve diberbin peabekalan cleh doser ebasit programeprogram pengajanan
dnn l I n\asu\y masms!- dengan program-program yang vang telah direncanakan,

Lan untul iapl ukan disclonggarskan selama
mncana kefl atan y -ny akan duuz-m.\k.m di satuan pendidikan

s o |

Lapor FDDikti Konyersi nilai dan Penilaian Akhir
pengakuan sk

(lakukan dosen pembimbing dan
Prodi moelakukan konversi nilai dan Kampas bersama gurd pamong di
pengakuan $KS wrhadap hasif satuan peadidikan mitra,
penilaian darl dosen dan guru pamong,

Sumber: Buku Panduan MBKM Dirjen Dikti, Kemdikbud (2020)

4. Peran dan Tugas
Program asistensi mengajar ini melibatkan beberapa lembaga di dalam dan di luar
kampus. Dalam penjelasan ini hanya diuraikan peran dan tugas perguruan tinggi dan
lembaga tempat mahasiswa melakukan asistensi mengajar. Dalam pelaksanaannya,
perguruan tinggi melibatkan program studi dan dosen pembimbing lapangan.
Sedangkan lembaga tempat praktik juga melibatkan guru pamong atau pendamping.
a. Perguruan Tinggi
1) Melakukan kerja sama dengan mitra satuan pendidikan, mengurus izin dari dinas
pendidikan atau kementerian agama, dan menyusun program bersama satuan

pendidikan setempat.
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2) Perguruan tingi dapat melakukan kerja sama dengan program Indonesia
Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), MGMP,
dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud atau
Kemenag.

3) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program
mengajar di satuan pendidikan formal maupun non-formal dengan melakukan
pendaftaran dan seleksi.

4) Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari dari Dinas Pendidikan atau Kantor
Kementerian Agama setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten mengajar dan
mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing satuan
pendidikan.

5) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan,
monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan
yang dilakukan oleh mahasiswa.

6) Manfasilitasi kebutuhan administratif mahasiswa seperti surat perijinan, surat
tugas, dan lainnya.

7) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan asistensi mengajar di satuan
pendidikan untuk diakui sebagai sks.

8) Melaporkan hasil kegiatan asistensi mengajar pada PD-DIKTI sesuai dengan

ketentuan.

b. Lembaga Pendidikan Mitra (Sekolah/Madrasah)
1) Menjamin terselenggaranya kegiatan asistensi mengajar sesuai dengan
perjanjian kerja sama;
2) Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan
mengajar di satuan pendidikan.
3) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas
kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.

4) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi sks mahasiswa.

5. Output dan Pengakuan SKS
Output utama dari program asistensi mengajar ini adalah nilai yang dikonversikan dari
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penilaian kinerja mahasiswa secara komprehenship. Apabila diperlukan, output juga
dapat berupa sertifikat dan pengakuan pada SKPI. Mahasiswa yang telah
melaksanakan program asistensi mengajar diakui perolehan kredit semesternya sebagai
bentuk transfer kredit semester dalam pemenuhan beban kredit semester pada program
sarjana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kurikulum program studi tersebut.
Pengakuan kredit semester tersebut didasarkan pada kesesuaian dan kesetaraan
capaian pembelajaran serta bobot kredit semester yang dicapai mahasiswa selama

mengikuti program asistensi mengajar.

Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pembimbing berdasarkan hasil penilaian yang
diberikan guru pamong di sekolah tempat mahasiswa mengajar, serta peningkatan
pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa yang sesuai dengan ajuan program yang
dirancang oleh mahasiswa. Pengakuan sks berdasarkan pada hard skills dan soft skills
sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks sebesar

20 sks dari kegiatan asistensi mengajar.

Pemegang otoritas dalam penetapan konversi nilai dan pengakuan sks adalah
ketua/koordinator program studi. Sedangkan penetapan pedoman konversi dan
pengakuan sks tersebut, perguruan tinggi dapat membentuk tim konversi yang
melibatkan Wakil Dekan I, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Ketua/Koordinator prodi,
unit/lembaga mitra terkait, dan dosen. Adapun contoh pengakuan sks program

asistensi mengajar adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11. Contoh Pengakuan SKS Program Asistensi Mengajar

CPL Mengajar Ekuivalensi MK ‘Jlg&lsah
Mahasiswa melakukan Perencanaan Pembelajaran 5
praktik mengajar secara (Daring/Luring)
online/daring dengan

Pelaksanaan Praktik Pembelajaran 6
baik dan tepat

Pengembangan materi dan media 3

pembelajaran
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Evaluasi Hasil Belajar 2

Pelaksanaan Program Non Kurikuler 2

Laporan Pelaksanaan Praktik Mengajar 2
dan Presentasi

Jumlah 20

Prodi melakukan sinkronisasi terhadap mata kuliah di kurikulum berjalan untuk
memberikan  rekognisi  terhadap kegiatan asistensi mengajar mahasiswa.
Keterampilan-keterampilan berikut bisa menjadi pertimbangan dalam melakukan

rekognisi sks. Prodi menentukan bobot sks dengan acuan maksimal 20 sks.

Islamic values
Moral education
Moderasi beragama
Leadership
Kepemimpinan
Kolaborasi

Berpikir kritis
Problem solving

© o0 N o g bk~ w0 DR

Kreativitas dan Inovasi

10. Dan lain sebagainya.

Prodi juga bisa melakukan rekognisi sks dengan kombinasi program terstruktur dan

program bebas.

D. PENELITIAN/RISET
1. Konsep

Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan bakat menjadi peneliti, MBKM dapat
diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di lembaga riset/pusat
studi/laboratorium, baik internal maupun eksternal perguruan tinggi asal. Melalui
penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat

dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikantinggi. Dengan
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kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu

melakukan metode riset secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan

keinginan berprofesi dalam bidang riset, peluang untuk magang di laboratorium pusat

riset merupakan dambaan mereka. Selain itu, laboratorium/lembaga riset/pusat studi

terkadang kekurangan asisten peneliti saat mengerjakan proyek riset yang berjangka

pendek (1 semester).

Tujuan Program Penelitian/Riset antara lain:

a.
b.
C.

Mahasiswa dapat meningkatkan mutu penelitiannya.

Mahasiswa memperkuat kemampuan dan bakatnya dalam bidang penelitian.
Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung
oleh peneliti/dosen pembimbing di lembaga riset/pusat studi/laboratorium.
Mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung dalam bidang penelitian diLembaga
riset/pusat studi/ laboratorium.

Lembaga riset/pusat studi/laboratorium memperoleh tambahan sumber daya
peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

Universitas dapat meningkatkan mutu dosen/peneliti serta memperluas jejaring
penelitian secara kolaboratif dengan lembaga riset/pusat studi/laboratorium atau

Lembaga mitra lainnya.

. Persyaratan

a. Syarat Umum

1) Mahasiswa aktif dan terdaftar di PD-DIKTI;
2) Mendapat persetujuan dari Dosen Penasihat Akademik (DPA) dan/atau
Ketua/Koordinator Program Studi;

3) Minimal sudah menempuh empat (4) semester;
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b. Syarat Khusus
Syarat khusus ditetapkan oleh masing-masing Fakultas/Prodi.

. Mekanisme

Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian/riset MBKM ini, terlebih dahulu perguruan
tinggi melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga mitra yang relevan. Lembaga
mitra ini dapat berasal dari perguruan tinggi, laboratorium, pusat studi, dan lainnya

yang memiliki program riset atau dapat dijadikan tempat magang/asistensi riset.

Adapun mekanisme pelaksanaan penelitian/riset secara umum adalah sebagai berikut:

a. Perguruan tinggi melakukan kerja sama dengan lembaga mitra, kemudian
ditindaklanjuti perumusan kompetensi (CPL) yang akan diberikan kepada
mahasiswa. Perumusan tersebut melibatkan fakultas, program studi, dan LP2M.

b. Dengan persetujuan Dosen Penasihat Akademik (DPA) dan diketahui oleh prodi,
mahasiswa mendaftarkan rencana penelitian yang sesuai dengan keilmuan prodinya
ke lembaga riset/pusat studi/laboratorium melalui LP2M.

c. LP2M bersama prodi menetapkan dosen pembimbing serta mengkomunikasikan ke
lembaga riset/pusat studi/laboratorium mitra untuk program asistensi riset.

d. Mahasiswa melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari lembaga
riset/pusat studi/laboratorium tempat melakukan riset.

e. Mahasiswa mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.

f. Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan ke LP2M atau
program studi dalam bentuk laporan penelitian/skripsi, artikel jurnal ilmiah,
dan/atau output lainnya.

g. Mahasiswa melakukan presentasi output penelitian/riset di  hadapan
pembimbing/penguji.

h. LP2M bersama dosen pembimbing memberikan penilaian dan menyampaikan
hasilnya kepada program studi.

i. Program studi melaporkan hasil studi mahasiswa yang mengikuti program
penelitian/riset dalam laman laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-
DIKTI) sesuai ketentuan.
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Alur pelaksanaan program penelitian/riset ini secara umum digambarkan sebagai
berikut:

[ (=]
. m el B |
\ |I | | 1 o
| >
| emveesrrra !
Mabas<isiva memenuhs Lembaga PeaclitisayPenclits Durasi Peselition Fendsmpingan Sidang Tlasil Penelition
Ketentuan dan dan Cvaluasi
i jt L ataw 2 semester Penilaian Hasil Penelitian
LoA (aara 3) atan 0 sks), Fendazmnngan dan Malaswa dilakukan olel
6bulan s d 1 1ateun Evaluas: Fenelitian Mahasiswa Dosent Pemlnmlneg

dilakukanaleh Dosen ataa Perwli
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Lapoc PRIk Konversi nilai dan Hasil Penelitian Sertilikat Penghargaan

pengakuan sks {Perlombaan Peoclitian)
Pergmiman Tirgg modapenkan Skadlainideks jraual,
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penyelanggaran perdemban

Gambar 3.11: Alur Pelaksanaan Program Penelitian/RisetI
Sumber: Buku Panduan MBKM Dirjen Dikti, Kemdikbud (2020)

4. Peran dan Tugas
Program penelitian/riset ini melibatkan peran dan fungsi perguruan tinggi dan lembaga
mitra tempat melaksanakan penelitian. Secara umum peran dan fungsi masing-masing
pihak dijelaskan sebagai berikut:
a. Perguruan Tinggi
1) Membuat kesepakatan kerja sama dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium
riset/pusat studi yang diinisiasi oleh LP2M atau fakultas/prodi.
2) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.
3) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi
program riset di lembaga/laboratorium riset /pusat studi.
4) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan,

serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset/pusat studi
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untuk memberikan nilai.

5) Manfasilitasi kebutuhan administratif mahasiswa seperti surat perijinan, surat
tugas, dan lainnya.

6) Menyusun form logbook untuk mencatat proses pelaksanaan kegiatan.

7) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga
riset/laboratorium/pusat studi menjadi mata kuliah yang relevan (sks) serta
program berkesinambungan.

8) Melaporkan hasil kegiatan penelitian/riset pada PD-DIKTI sesuai dengan
ketentuan.

b. Lembaga Mitra
1) Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga riset/pusat
studi/laboratorium mitra sesuai dengan perjanjian kerja sama.
2) Menunjuk pendamping dari lembaga riset/pusat studi/laboratorium mitra untuk
mahasiswa dalam menjalankan riset.
3) Bersama-sama dengan dosen pembimbing melakukan evaluasi dan penilaian

terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.

5. Output dan Pengakuan SKS
Output utama dari program penelitian/riset ini adalah nilai yang dikonversikan dari
penilaian kinerja mahasiswa secara komprehensip. Apabila diperlukan, output juga
dapat berupa sertifikat dan pengakuan pada SKPI. Kegiatan ini juga dapat
menghasilkan beberapa outcome/luaran, diantaranya: artikel yang publish di jurnal,
buku, atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Mahasiswa yang telah melaksanakan
program penelitian/riset diakui perolehan kredit semesternya sebagai bentuk transfer
kredit semester dalam pemenuhan beban kredit semester pada program sarjana
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kurikulum program studi dengan maksimal
sebesar 20 sks. Pengakuan kredit semester tersebut didasarkan pada kesesuaian dan
kesetaraan output dengan capaian pembelajaran serta bobot kredit semester yang

dicapai mahasiswa selama mengikuti program penelitian/riset.

Pemegang otoritas dalam penetapan konversi nilai dan pengakuan sks adalah
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ketua/koordinator program studi. Sedangkan penetapan pedoman konversi dan
pengakuan sks tersebut, perguruan tinggi dapat membentuk tim konversi yang
melibatkan Wakil Dekan I, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Ketua/Koordinator prodi,
LP2M/unit/lembaga terkait, dan dosen.

Berikut contoh penghitungan pengakuan sks dari program penelitian/riset:

Tabel 3.12. Contoh Pengakuan SKS Program Penelitian/Riset

CPL Penelitian Ekuivalensi MK Jumlah
SKS

Mahasiswa menghasilkan | Metodologi penelitian 4

karya penelitian/riset yang -

relevan dengan kompetensi | Statistika 4

program studi. Pemanfaatan Teknologi dalamPenelitian 2
Penulisan buku dan artikel jurnal ilmiah 4
Skripsi/Laporan Akhir 6

Jumlah 20

E. STUDI/PROYEK INDEPENDEN
1. Konsep

Studi/proyek independen merupakan program yang memberikan ruang ekspresi
akademik mahasiswa untuk menghasilkan karya yang diperoleh dari hasil
pembelajaran, penelitian maupun pengabdian, yang dapat dikompetisikan secara
nasional, maupun internasional serta didaftarkan untuk mendapatkan HKI. Secara
Ideal studi/proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum
yang sudah diambil oleh mahasiswa. Perguruan tinggi (Universitas/Institut/Sekolah
Tinggi, Fakultas dan Program Studi) juga dapat menjadikan kegiatan studi/proyek
independen yang dilakukan mahasiswa untuk melengkapi topik yang tidak termasuk
dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam RPS program studi atau

fakultas.
Kegiatan studi/proyek independen dapat dilaksanakan dan difasilitasi oleh

fakultas/prodi bersama LP2M sebagai penanggungjawab kegiatan penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk kegiatan
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individual dan atau kerja kelompok berdasarkan satu disiplin keilmuan atau lintas

disiplin keilmuan mahasiswa di perguruan tinggi tersebut.

Pada hasil studi/proyek independen yang dilakukan secara kelompok, diwajibkan pada

tiap mahasiswa untuk memunculkan distingsi keilmuan pada program studi yang

melekat. Sebagai contoh produk dari studi/proyek independen untuk satu disiplin
keilmuan tertentu:

a) Mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam dapat mengembangkan edu-
enterpreneurship.

b) Mahasiswa program studi akhwalussyakhsiyah dapat menghasilkan karya inovasi
Kampung Ramah Anak sebagai wujud inovasi di bidang Hukum Keluarga.

c) Mahasiswa program studi Ekonomi Syariah mampu mengembangkan
technopreunership untuk mengembangkan wisata lokal di tiap daerah.

d) Mahasiswa program studi Komunikasi Penyiaran Islam mampu mengembangkan
program teknologi tepat guna dalam rangka membangun Kampung Digital melalui
literasi digital atau membangun masyarakat melek politik melalui proyek literasi
politik.

Sebagai contoh produk studi/proyek independen untuk lintas disiplin keilmuan,

gabungan beberapa program studi dapat melakukan riset pemberdayaan dengan

mendorong masyarakat untuk membuat koperasi sesuai dengan kebutuhan komunitas.

Studi/proyek independen pembuatan koperasi ini dapat dilakukan oleh gabungan

beberapa prodi, yakni prodi Ekonomi Syariah dan Perbankan untuk aspek ekonomi,

prodi Pengembangan Masyarakat Islam untuk aspek pemberdayaan masyarakat,
bahkan prodi PAI untuk mewujudkan nilai-nilai keislaman seperti kejujuran,

keterbukaan dan musyawarah, sesuai dengan nilai etis dalam Islam.

Tujuan studi/proyek independen antara lain:

a. Mahasiswa mampu mewujudkan gagasannya dalam mengembangkan produk
inovatif yang sesuai dengan visi misi universitas.

b. Mengembangkan karya pembelajaran, penelitian dan pengabdian menjadiproduk
triangle yang saling bersinergi.

c. Menyelenggarakan diseminasi karya pendidikan, penelitian dan pengabdian dalam

bingkai moderasi beragama.
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d. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam skala regional, nasional maupun
internasional.
e. Memperkuat kajian keislaman dan keindonesiaan pada kegiatan studi/proyek

independent.

. Persyaratan
a. Syarat Umum
1) Mahasiswa aktif dan terdaftar di PD-DIKTI;
2) Mendapat persetujuan dari Dosen Penasihat Akademik (DPA) dan/atau
Ketua/Koordinator Program Studi;

3) Minimal sudah menempuh empat semester;

b. Syarat Khusus
Syarat khusus ditetapkan oleh masing-masing Fakultas/Prodi.

. Mekanisme

Studi/proyek independen dapat dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri atau
berkelompok. Studi/proyek independen menjadi alternatif untuk mendapatkan karya
teknologi atau seni budaya dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Untuk melaksanakan kegiatan studi/proyek independen, Universitas terlebih dahulu
menetapkan kriteria dan persyaratan yang diperlukan dan membuat pedoman

pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu.

Kegiatan studi/proyek independen ini secara umum mengikuti alur mekanisme sebagai

berikut:

a. Mahasiswa berkonsultasi kepada Dosen Penasihat Akademik (DPA) atau
ketua/koordinator program studi terkait rencana mengikuti kegiatan studi/proyek
independen.

b. Mahasiswa melakukan pendaftaran pada program studi atau LP2M atau unit kerja
yang telah ditentukan;

c. Mahasiswa mengikuti seleksi program dengan menyusun proposal. Apabila
mahasiswa lolos maka lanjut kegiatan studi/proyek independen. Namun jika tidak

lolos maka mahasiswa mengikuti perkuliahan reguler;
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d. Program studi berkoordinasi dengan LP2M untuk menentukan dosenpembimbing;

e. Mahasiswa melaksanakan kegiatan studi/proyek independen dengan bimbingan dari
dosen pembimbing;

f. Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan ke LP2M atau
program studi dalam bentuk laporan hasil kegiatan, artikel jurnal ilmiah, dan/atau
output lainnya;

g. Mahasiswa mempresentasikan hasil studi/proyeknya dan diberikan penilaian oleh
pembimbing atau tim penguji yang ditetapkan;

h. Program studi melakukan konversi nilai atau alih kredit semester sebagai
pengakuan perolehan sks;

i. Program studi melaporkan hasil studi mahasiswa yang mengikuti kegiatan
studi/proyek independen dalam laman laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
(PD-DIKTI) sesuai ketentuan.

Alur mekanisme pelaksanaan studi/proyek independen ini secara umumdigambarkan

sebagai berikut:

Gambar 3.12: Alur Mekanisme Pelaksanan Studi/Proyek Independen

Sumber: Buku Panduan MBKM Dirjen Dikti, Kemdikbud (2020)

4. Peran dan Tugas
Kegiatan studi/proyek independen ini melibatkan peran dan fungsi perguruan tinggi
dan lembaga mitra untuk tempat melaksanakan studi/proyek independen. Secara

umum peran dan fungsi masing-masing pihak dijelaskan sebagai berikut:
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a. Perguruan Tinggi

1) Melakukan komunikasi dan kerja sama dengan lembaga/institusi/ masyarakat
yang akan menjadi mitra studi/proyek independen melalui LP2M.

2) Menyusun pedoman teknis kegiatan studi/proyek independen.

3) Melakukan sosialisasi program studi/proyek independen kepada dosen,
mahasiswa, dan lembaga mitra/masyarakat.

4) Melakukan pendaftaran dan seleksi proposal kegiatan studi/proyek independen.

5) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan,
serta bersama-sama dengan tim penguji untuk memberikan nilai.

6) Manfasilitasi kebutuhan administratif mahasiswa seperti surat perijinan, surat
tugas, dan lainnya.

7) Menyusun form logbook untuk mencatat proses pelaksanaan kegiatan.

8) Menetapkan kebijakan rekognisi pada prestasi studi/proyek independen.

9) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan studi/proyekindependen
dengan konversi nilai dan pengakuan sks.

10)Melaporkan hasil kegiatan studi/proyek independen pada PD-DIKTI sesuai

dengan ketentuan.

b. Lembaga Mitra/Masyarakat
1) Menjamin terselenggaranya kegiatan studi/proyek independen secara lancar dan
mengikuti standar mutu yang ditetapkan.
2) Bila diperlukan, dapat menunjuk pendamping dari lembaga/masyarakat untuk
mengarahkan mahasiswa dalam menjalankan studi/proyek independen.
3) Bersama-sama dengan dosen pembimbing melakukan evaluasi dan penilaian

terhadap studi/proyek independen yang dilakukan oleh mahasiswa.

5. Output dan Pengakuan SKS
Output utama dari program studi/proyek independen ini adalah nilai yang
dikonversikan dari penilaian kinerja mahasiswa secara komprehenship. Apabila
diperlukan, output juga dapat berupa sertifikat dan pengakuan pada SKPI. Kegiatan ini
juga dapat menghasilkan beberapa outcome/luaran, diantaranya: artikel yang publish
di jurnal, buku, atau HKI. Pengakuan sks dalam rangka pelaksanaan studi/proyek
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independen, program studi merumuskan hard skills dan soft skills sebagai gambaran
capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks maksimal sebesar 20 sks.
Penyetaraan 20 sks tersebut dapat direkognisi dengan beberapa matakuliah dalam satu
semester baik gasal ataupun genap sesuai buku pedoman kurikulum di tiap program
studi.

Pemegang otoritas dalam penetapan konversi nilai dan pengakuan sks adalah
ketua/koordinator program studi. Sedangkan penetapan pedoman konversi dan
pengakuan sks tersebut, perguruan tinggi dapat membentuk tim konversi yang
melibatkan Wakil Dekan I, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Ketua/Koordinator prodi,
LP2M/unit/lembaga terkait, dan dosen.Adapun contoh pengakuan sks dan konversinya

ke dalam matakuliah setara dengan 20 sks adalah:

Tabel 3.13. Contoh Pengakuan SKS Program Studi/Proyek Independen

CPL Proyek Independen Ekuivalensi MK Jumlah
SKS
Mahasiswa menghasilkan karya | Metodologi penelitian 4
penelitian/riset atau proyek yang
relevan dengan kompetensi PKL atau Magang 2
program studinya. KKN 2
MK Prodi (yang relevan dengan jenis 4
proyek mahasiswa)
Skripsi/Laporan Akhir 6
Jumlah 20

Selain pengakuan sks dengan bentuk konversi